BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. 
2. 
1.1 Good Government Governance	
1.1.1 Pengertian Good  Government Governance
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, arti good governanceadalah “kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivias, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”(Riska Chyntia Dewi & Suparno, 2022).
Pendekatantatakelola yang dikenalsebagai“tatakelolaGood goverment governance”menekankanpadapencapaiankeseimbanganantaratujuansosialdanekonomisertatujuanindividudankolektif.Memastikanakuntabilitasdanefisiensi yang adildalampemanfaatansumberdayamerupakantanggungjawabutamapemerintah.Tujuannyaadalahuntukmenyeimbangkankepentinganmasyarakat, pemerintah, danindividu.
1.1.2 Prinsip-PrinsipGood GovernmentGovernance




Memahami konsep-konsep panduan ini penting untuk memahami tata kelola pemerintahan yang sukses. Lebih jauh, hanya ketika ketiga elemen tata kelola Good goverment governance memiliki jaringan dan interaksi yang setara dalam penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif, tata kelola yang baik dan bertanggung jawab dapat terwujud. Hubungan dan kolaborasi semacam ini sering kali hanya mungkin terjadi ketika dasar-dasar tata kelola Good goverment governance telah diterapkan dengan benar. Tiga komponen mendasar diperlukan 
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untuk mencapai tata kelola Good goverment governance dan ketiganya saling terkait(Rustiarini, 2016), adalah:
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah,lingkungan, ekonomi, dan sosial.
2. Partisipasi, yang meliputi penerapan pengambilan keputusan yang demokratis, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan tujuan dan pendapatan mereka.
3. Akuntabilitas, yang meliputi pemberian informasi tentang laporan, operasi pemerintah, dan kinerja keuangan kepada semua pihak terkait (baik pusat maupun daerah). Selain itu, seseorang harus mampu memberikan informasi tentang hak-hak publik, bertanggung jawab atas pengelolaan dana lembaga yang lebih tinggi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang lebih luas.
1.2 Anggaran
1.2.1 Pengertian Anggaran
Untuk mengelola dana desa dan melaksanakan rencana program yang dibiayai dana desa, pemegang kewenangan desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah untuk memberikan informasi tentang semua kegiatan dan aktivitas desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa semuanya tercantum dalam anggaran desa. Sementara itu, rencana keuangan tahunan pemerintah desa didefinisikan sebagai anggaran desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Anggaran adalah alat yang digunakan manajemen untuk melaksanakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Anggaran adalah rencana yang dibuat secara metodis yang merinci setiap aktivitas bisnis untuk waktu dekat dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Baik di sektor publik maupun komersial, anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi(Wati, Teturan, & Maspaitella, 2013).
Agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara dalam bentuk visi dan tujuan, organisasi sektor publik terutama memerlukan manajemen yang kompeten. Sementara manajer perusahaan yang disetujui di sektor swasta menyiapkan anggaran dengan persetujuan dari pemilik perusahaan, penyusunan anggaran di organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan program.
1.2.2 FungsiAnggaran
Fungsi anggaran desa memiliki banyak tujuan utama, yang meliputi:
1. Alat perencanaan
Untuk mencapai tujuan, pemerintah desa menggunakan anggaran sebagai instrumen pengendalian. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan desa, serta pengeluaran yang terlibat dan aliran pendapatan yang diantisipasi yang akan dikejar kota. Sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk:
a) Membuat tujuan dan sasaran kebijakan yang konsisten dengan tujuan, visi, dan maksud yang ditetapkan.
b) Mengatur berbagai inisiatif, acara, dan aliran pendapatan.
c) Menyisihkan uang untuk kegiatan dan inisiatif yang direncanakan.
d) Memastikan pencapaian strategi dan metrik kinerja.
e) Memastikan pencapaian strategi dan metrik kinerja.
2. Alat Pengendalian
Karena anggaran mencakup rencana menyeluruh untuk pendapatan dan pengeluaran desa, semua jenis pendapatan dan pengeluaran dapat dilaporkan secara transparan kepada publik. Kota tidak akan dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran tanpa anggaran.
3. Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran dapat digunakan untuk menentukan kebijakan fiskal yang akan diikuti desa, sehingga memudahkan peramalan dan estimasi organisasi dan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, anggaran dapat digunakan untuk mempromosikan, merencanakan, dan mendukung kegiatan ekonomi lingkungan.
4. Alat Koordinasi dan Komunikasi
Tidak diragukan lagi akan ada kerja sama dan komunikasi di seluruh unit kerja selama proses penyusunan anggaran. Semua otoritas desa harus diberi tahu tentang anggaran selama perancangan dan pelaksanaannya. Anggaran publik yang disusun secara akurat akan dapat mengidentifikasi perbedaan dalam pencapaian tujuan desa oleh unit kerja.
5. Alat Penilaian Kinerja
Penyusunan anggaran dan pelaksanaannya akan berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas otoritas desa. Pencapaian tujuan keuangan dan penggunaan ukuran efektivitas biaya akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja otoritas desa. Salah satu instrumen yang berguna untuk memantau dan mengevaluasi kinerja adalah anggaran.
6. Alat Motivasi
Otoritas desa dapat didorong untuk beroperasi dengan sukses dan efisien dengan menggunakan anggaran. Desa dianggap memiliki kinerja yang sangat baik jika anggaran dibuat dengan tepat dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran masyarakat.
1.2.3 ManfaatAnggaran
Manfaat Anggaran desa adalah untuk memenuhi sumber dana dan pembiayaan pembangunan guna membangun masyarakat. Keuntungan dari penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut:
1. Berfungsi sebagai peta jalan bagi pemerintah desa dalam menentukan rencana kegiatan operasional dengan menganalisis ketersediaan dan kebutuhan sumber daya.
2. Sebagai salah satu metrik yang digunakan untuk memperkirakan total biaya layanan yang akan dinilai oleh masyarakat.
3. Bahan bacaan untuk menyelidiki aliran pendapatan lainnya, seperti aplikasi pinjaman.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mendirikan pemerintahan daerah.
5. Memberikan pedoman kepada pemerintah desa untuk mendirikan dan mengelola pemerintahan daerah.
6. Menguraikan strategi pembangunan desa untuk satu periode anggaran.
7. Berpotensi untuk meningkatkan layanan masyarakat dengan perencanaan yang tepat
1.3 Desa
1.3.1 PengertianDesa
Desa adalah kesatuan masyarakat adat atau nama lain yang dikenal, serta kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1 ayat 1).
Desa adalah sekumpulan tempat tinggal di luar kota yang merupakan satu kesatuan, atau dapat juga merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga dengan struktur politiknya sendiri (dipimpin oleh Kepala Desa), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1.3.2 PemerintahanDesa
Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa atau sebutan lain merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Sementara itu, pemerintahan desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa atau sebutan lain bekerja sama dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
1.3.3 KeuanganDesa
Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang bersifat moneter, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam bentuk uang dan barang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (10) dan Pasal 71 Ayat (1). Sumber penerimaan, pengeluaran, pendanaan, dan penatausahaan keuangan desa ditetapkan berdasarkan hak dan kewajiban.
	Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas keterbukaan, tanggung jawab, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin dalam penganggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun atau satu (satu) tahun anggaran.
1.4 AnggaranPendapatanBelanjaDesa (APBDes)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sumpeno, 2015)adalah “Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.Sejalan dengan pendapat di atas, (Nurcholis, 2019)mengemukakan bahwa APBDes adalah “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus disusun setiap tahun oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan yang dijalankan oleh pemerintah desa didanai oleh APBDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), program pembangunan jangka menengah desa selama lima tahun, menjadi dasar bagi program pembangunan tahunan tersebut(Nurcholis, 2019).
Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dianggarkan sebesar 10% dari APBD merupakan sumber pendapatan desa. Hal ini juga diperjelas(Sumpeno, 2015)Bahwa 10% dari setiap dana alokasi APBD Desa harus direalisasikan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di daerah pedesaan melalui pemanfaatan dana APBD kabupaten, provinsi, dan pusat. Selanjutnya, Dana Desa yang juga disebut alokasi APBN merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72. APBDes harus memuat rencana tahunan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bermuara pada pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa wajib menyusun APBDes karena melalui APBDes kebijakan desa dituangkan dalam program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD. Agar dapat terlaksana, maka pada tahun berjalan telah dianggarkan berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan program pelayanan publik tanpa adanya APBDes.
Penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang digunakan berkat adanya APBDes. Oleh karena itu, para pengurus desa dituntut untuk mengelola anggaran daerah dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola Good goverment governance dengan memastikan bahwa anggaran desa dibelanjakan secara berimbang berdasarkan konsep pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasarkan pengertian di atas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan yang memuat rincian pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa yang ditetapkan oleh badan musyawarah desa dan perangkat desa. Karena memuat informasi tentang seluruh kegiatan desa dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, maka perangkat desa harus mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik.


1.4.1 Komponen-KomponendalamAnggaranDesa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa akun-akun berikut ini termasuk dalam komponen anggaran:
1. Pendapatan Desa
mencakup semua dana yang diterima desa dalam satu (1) tahun anggaran yang menjadi milik desa dan tidak memerlukan pengembalian.
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
b. Transfer.
c. Pendapatan lain-lain.
2. Belanja Desa
“Belanja desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah,” sesuai Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebutuhan pembangunan yang dimaksud dalam skenario ini meliputi pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat setempat, selain kebutuhan pokok. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap pengeluaran yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak mendapatkan penggantian dari desa termasuk dalam kategori belanja desa. Pelaksanaan kewenangan desa dibiayai oleh belanja daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam kategori belanja desa.
a. Belanja pegawai.
b. BelanjaBarang.
c. Belanja modal.
d. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembiayaan Desa
Pendanaan desa didefinisikan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai setiap penerimaan yang wajib diganti dan/atau pengeluaran yang akan diganti, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pendanaan desa terdiri dari:
a. Salah satu penerimaan pembiayaan adalah
1) perhitungan Sisa Lebih Anggaran (SilPA).
2) Penyaluran dana cadangan.
3) Dana yang diperoleh dari hasil penjualan aset masyarakat yang dipecah..
b. Berikut ini adalah pengeluaran pembiayaan:
1) Pembentukan dana cadangan.
2) Penyertaan modal desa.
1.5 Peneliti Terdahulu
Adapun peneliti terdahulu dari penelitian ini adalah:
Tabel 2.1
PenelitiTerdahulu
	No
	Nama dan Tahun
	Judul
	Hasil Penelitian

	1
	Wardani & Fauzi (2018)
	AnalisisPenerapanGood GovernmentGovernancedalamPengelolaan Dana Desa di DesaSuwerejoKaranganyar
	Hasil kajian penerapan tata kelola Good goverment governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Sewurejo, Karanganyar, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip tata kelola pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam penyaluran dananya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses kegiatan yang terorganisasi yang melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berbagai media informasi yang mendukung transparansi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang berdampak pada proses akuntabilitas, antara lain beberapa laporan yang disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan, kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan laporan transparansi yang belum sesuai dengan ketentuan.

	2
	Amin et al. (2019)
	Moderating Effects of the Implementation Good Corporate Governance on the Competence and the Accounting Instance System on the Quality of Accountability Financial Report’s PT PelayaranNasional Indonesia (Persero)
	Regression Analysis Before Integrating with Moderating Variables The determination coefficient value of R square in the test results above shows the value of 0.623 or 62,3 %. These results indicate that the variable quality of financial statement accountability is influenced by 62.3% by competency variables (X1) and agency accounting systems (X2). The remaining 37,7% is influenced by other variables outside the independent variables examined in this study. In the competency variable, a probability value of 0.001 is obtained. Because the probability value is less than 5% (0.001<0.050), then partially the competency variable (X1) has a significant effect on the variable quality of financial statement accountability (Y). Based on the value of the coefficient (0.299) marked positive, identifying positive effects. This means that the higher the competency (X1), the agency accounting system variables obtained a probability value of 0,000. Because the probability value is less than 5% (0.000 <0.050), then partially the agency accounting system variable (X2) has a significant effect on the variable quality of competency will be followed by improving the quality of financial statement accountability; and agency accounting systems influence the quality of financial statement accountability.

	3
	Mustaram et al. (2020)
	Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir
	HasildaripenelitianinibahwaPenerapanPrinsipGood Government
Governancememilikiperan yang pentingdalamPengelolaankeuanganDesa. PrinsipdariGood Government GovernanceinitelahditerapkanolehpemerintahdesaPoto, namuntidaksemuaprinsipdariGood Government Governancesudahditerapkansepenuhnya. PrinsipGood Government Governance yang telahditerapkanyaituPrinsiptegaknyasupremasihukum, perdulikepadamasyarakat, berorientasiterhadapconsensus, efektifdanefisien, prinsipfairness (keadilandankesetaraan). SedangkanprinsipGood Government Governance yang belumsepenuhnyaditerapkanyaituPrinsippartisipasimasyarakat, prinsiptransparansi, prinsipresponsibilitas, danprinsipakuntabilitas.

	4
	Anik et al. (2021)
	The Effect of Intellectual Capital and Good Corporate Governance on Financial Performance and Corporate Value: A Case Study in Indonesia
	Based on the results, it shows that the role of intellectual capital and good corporate governance in improving financial performance is very high which in turn will increase corporate value. Measuring intellectual capital with VAIC will increase the company’s ability to create valueadded. Thus, banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange will improve their financial performance by increasing the profits generated from the funds invested by shareholders. VAIC is a long-term investment that the company cannot directly benefit from so that the market does not respond to this condition. The market needs real proof in the form of profits generated by the company. The role of GCG can improve financial performance and further increase corporate value. The results also showed that only H7 and H8 can be accepted. This means the role of GCG which can increase corporate value is only GCG as measured by independent commissioners and audit quality. The smaller the ratio of independent commissioners, the higher the financial performance and value of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

	5
	Hastuty & Priono (2021)
	Pengelolaan Dana DesaMenujuGood Government GovernancePadaDesaPasar Lama KabupatenBanjar
	HasilpenelitianmenunjukkanbahwaPemerintahDesaPasar Lama KabupatenBanjartelahmenerapkanprinsipPartisipasi, DayaTanggap, BerorientasiadaKonsensus, Keadilan, EfisiensidanEfektivitas, VisiStrategis, danTransparansidalampengelolaandanadesadenganbaik. Tetapibelumsepenuhnyaterlaksana di PrinsipAkuntabilitaskarenakerapbelumtepatwaktudalammenyajikanLaporanKeuangandanjugabelummelaksankaan SIJAKA atauSistemInformasiJagaKawal. PemerintahDesaPasar Lama sudahcukupbaikdalampelaksanaanpengelolaan Dana Desa, tetapidiperlukanpeningkatandalamefektivitaswaktuuntukmenyajikanlaporankeuangandanmenngunakanSistemInformasi yang telahdisediakan.
Kata

	6
	Harahap & Harahap (2022)
	Pengaruh Penerapan Prinsip Good GovernanceTerhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan
	Berdasarkanhasilpenelitian, pengelolaandanadesa di KecamatanPercutSei Tuan hanyasedikitdipengaruhiolehfaktorketerlibatandantransparansi. Di desa-desa di KecamatanPercutSei Tuan, variabeltanggungjawabmemilikipengaruh yang cukupbesar, meskipunhanyasebagian. Di desa-desa di KecamatanPercutSei Tuan, faktortanggungjawab, keterbukaan, danketerlibatansecarabersamaanmemilikipengaruh yang besarterhadappengelolaandanadesa.

	7
	Syahnakir et al. (2022)
	Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolan Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah
	Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Bantea Buton Tengah telah menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik, meliputi akuntabilitas dan keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, anggaran Desa Bantea belum terealisasi karena kualitas sumber daya desa yang buruk.



Dari penelitian terdahulu pada bagian tabel diatas peneliti memilih salah satu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaituWardanidanFauzitahun 2018 denganjudul“AnalisisPenerapanGood GovernmentGovernancedalamPengelolaan Dana Desa di DesaSuwerejoKaranganyar”. Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukanolehWardanipadatahun 2018 terdapatpersamaandanperbedaandenganpenelitian yang sayalakukan.PersamaanpenelitiansayadenganWardaniadalahsama-samamenggunakanGood Government Governancedanmenggunakanmetodekualitatif.SedangkanperbedaanpenelitiansayaialahWardanimelakukanpenelitian Dana DesasedangkansayamelakukanpenelitianAPBDes, perbedaanselanjutnyayaituditahunpenelitian, waktupenelitian, dantempatpenelitiananalisiskomparasisetiaptahunanggaran yang akanpenelitianalisis.
2.6 Kerangka Berpikir
[bookmark: _GoBack]MenurutSugiyono (2019:283), “kerangka berpikir adalah metode berfikir tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasikan sebagai masalah penting”. Dengan ini maka penulis dapat membuat kerangka berfikir seperti gambar dibawah ini:
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Gambar 2.1 KerangkaBerpikir
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Dalamkerangkakonsep diatas,dapatdijelaskanbahwadanpengelolaanAPBDesmeliputiperencanaandanpengelolaan.PerencanaanAPBDesmerupakansebuahperancanganDesauntukanggaran yang disusunolehSekretarisDesaberdasarkan RKP DesadandisampaikanolehKepalaDesauntukdibahasdandisepakatibersama.PengelolaanAPBDesmerupakansebuahkegiatan yang sudahdirencanakansecaraterperincidansecara detail dimanasemuakegiatan yang adadalamAPBDesharusdicantumkanbesertabukti-bukti yang adabaikbuktipenerimaanmaupunpengeluaran. DalamhalitusegalaperencanaandanpengelolaanAPBDesharusdilakukansesuaiprinsipGood Government Governancedanharussesuaidenganprinsip yang adayaitutransparansi, partisipasidanakuntabilitas agar mendapatkanhasil yang maksimal.
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